
 

 

 
 
 

 
 

 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 36 TAHUN 2025 

TENTANG 

PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO DI LINGKUNGAN  

PEMERINTAH DAERAH  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

Menimbang:    a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik (good governance) yang 
mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, 

efektivitas, dan efisiensi, diperlukan penguatan sistem 
pengawasan melalui pelaksanaan audit kinerja yang 

berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan perbaikan 
proses pengelolaan risiko atas program strategis/prioritas 

pimpinan daerah dengan sasaran menilai ketaatan 
terhadap ketentuan yang berlaku, menilai aspek efrsien, 
efektif dan ekonomis, menilai keberhasilan pencapaian 

program strategis, memberikan saran perbaikan 
pengelolaan risiko dan pengendalian intern, perlu membuat 

pedoman pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk 

menyelenggarakan pengawasan intern yang mencakup 
audit kinerja berbasis risiko sebagai bagian dari 

manajemen risiko dan pengendalian intern; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis 
Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

Mengingat: 
 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820);  

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4250); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5601)  sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara  Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1447); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5); 

13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara Tahun 2021 Nomor 28), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 
Nomor 25); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:  PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AUDIT KINERJA 
BERBASIS RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



4 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

5. Inspektorat Daerah adalah Perangkat  Daerah yang merupakan aparat 
pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada 

Bupati. 

6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara; 

7. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah pada 

Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 

adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga 
pemerintah non kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat 
Daerah Kabupaten/Kota. 

9. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang 
selanjutnya disingkat PPUPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang 
berwenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan atas penyelenggaraan 
teknis urusan pemerintahan di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi 
adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas 
dan fungsi organisasi. 

11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, 
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas 
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai 

bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah 
ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam 

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 

12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang 
dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar 

audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, 
efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi 
Pemerintah. 

13. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan Negara/Daerah dan 
pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek 

ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. 

14. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat 
pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 
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pertanggungjawaban. 

15. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah 

rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan yang meliputi jenis kegiatan 
pengawasan, obyek pengawasan, dan jadwal pengawasan. 

16. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, 
adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh 
di lingkungan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. 

17. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah dokumen 
rahasia negara yang tidak dapat dipublikasikan/diinformasikan kepada 
pihak manapun, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang 

berwenang. 

18. Masukan adalah sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia, 

peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. 

19. Keluaran adalah barang-barang yang diproduksi, jasa yang 
diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas masukan. 

20. Proses adalah kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan masukan  
untuk menghasilkan keluaran. 

21. Hasil adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui keluaran. 

22. Ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas 
tertentu pada tingkat harga yang terendah. 

23. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan 
tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran 
tertentu. 

24. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah 
ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi APIP pada 

Inspektorat Daerah agar memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman 
metodologi sesuai standar audit dalam melaksanakan Audit Kinerja 

berbasis risiko.  
 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan dasar dalam 

pelaksanaan Audit pada aspek ekonomis, efisiensi, efektivitas dan 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengendalian 

internal atas program strategis/prioritas yang memiliki risiko tinggi. 
 
 

BAB III 
PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO 

 

Pasal 3 

(1) Pedoman Audit Kinerja berbasis risiko meliputi: 

a. pendahuluan; 
b. perencanaan Audit Kinerja; 
c. pelaksanaan Audit Kinerja; 

d. komunikasi hasil Audit; dan 
e. penutup. 
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(2) Pedoman Audit Kinerja berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
 

 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara. 
 

Ditetapkan di Amuntai 

pada tanggal 15 September 2025 
 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 
CAP/TTD 

 
SAHRUJANI 
 

Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal 15 September 2025 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
       HULU SUNGAI UTARA, 

 
CAP/TTD 

 

              ADI LESMANA 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2025 NOMOR 37 
 

 


